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PRE&:PATI MAROS
PERAﬁIRsAULAWESI SELATAN
N URAN BUPATI MAROS
OR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENENTUAN PEMBENTU
KAN PENYISIHA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN gl:gg;NG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

;irnté?intalfgriola o:*eang Standar Akuntansi
menggunakan, bazi ‘3?4 <euangan pemerintah daerah
Mo, St s a {"ual untpk pengakuan aset;

. uk menyajikan piutang pada entitas
pelaporan dan entitas akuntansi dengan nilai bersih
yang dapat direalisasikan (net realizable value),
diperlukan  penyesuaian  dengan membentuk
Eir;}lfiltsxhar_l tpmtang berdasarkan penggolongan

as piutang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang
Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1822);

n. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3851);

. gﬂ?;;g-Unc}ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, '[‘a1nl4b2:1:g}n Lembaran Negara

i nesia Nomor )

4 Ei%\;l;lgfdgggng. Nomor 1 Tahun 2004 tentang

" perbendaharaan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 200f1 Nomor1_ S, Tambahc?.n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

" pemeriksaan Pengelolaan  dan Tanggungiawab

n Negara (Lembaran Negara  Republik
Keuange}a tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lneifggfal.n Negara Republik Indonesia bl
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10.

3l

12,

13,

Undang—Undang Nomor
Perimba

e Pngan' Keuangan Antara p i

Dan “emerintahan Daerah bar P
Republik  Indonesia Tahun 2{004
Tambahan Lembaran Negara R r'qomor
Nomor 4488 epublik [ndo
Undang-Undang Nomor
Pembentukan

33 Tahy

126,
nesia

12 tah
Peraturan > S8l

Perundang.
Gembara ear R et
©¢, Tambahan Lembaran Nepara R :
Indonesia Nomor 5234); & epublik

tentang

. Undang-Undang Nomor 23

: i ;
Pemerintahan Daerah (Lemb o ot
Indonesia Tahun 2014 N

omor 244, Tambah
Lembai.'an Negara Republik Indonesia Nomi:-nsgsz‘;?
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan:;

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor §6 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155j;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tall{m}xn 2006 1'te:nltz\.ng_
Keuangan Dan inerja  Instansi
E;eelril‘::;:::ah'(Lembag:'an Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tamgslt:)un Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 )
Pe:l?atura_n Pemerintah Nomor 39 'I‘ahunDQOS);
Tentang  Pengelolaan Uang }\Iegnral acra
blik Indonesia Tahun 2007
(Lembaran Negara Repu | Negara 4738);
Nomor BS,Tambal?an Lcmﬁa;:lor T rahun 2008
Peraturan Pemerintah 01'““ Intern Pemerintah
tentang Sistem Pengendall

i 8
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik
0 ]
Indonesia Nomor 4890);
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14.f:rrliasura§ Pﬁmerintah
n
NegaragRetange'lr Akuntansi Pernerint b ds
Tambahanpu lik Indonesi, Tahup 5 alhan Fveobarss
'Mbar; S
Nomor 123, "N Negarg chublikOTt?;oileiia{
15. Peraturan Menteri Dalam N ‘
2013 tentang e

ri No
. enerapan MOT 64 Tahyn
Pcmermtahan

L ;
Berbasig Akrual 13::" kuntans;

NOmor

| 16. Peraturan Mentefi Dalam Negeri Re

Nomor 73 Tahun 201¢ publik Indonesia
Piutan.g Dan Pc;1yi:ilt:;r:1tan§a:e: Org?;: F’t;:_nyisihan
Pemerm.tah Daerah  (Berit, Ne gulir  Pada
Indonesia Tahun 2015 N fara  Republik
17. Peraturan Daerah K
Tahun 2007 Tenty
Keuangan Daerah
Maros Tahun 2007

0s Nomor 0]

ng  Pokok-Pokok Pengelolaan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 01). ;

MEMUTUSKAN:

yenetapkan :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG

PEMBENTUKAN PENYISIHA
DAERAH KABUPATEN MAR

PENENTUAN

N PIUTANG PEMERINTAH
os.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Delam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Maros. _ I

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pf’“}ele:l‘:‘l‘;;‘ii
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan )
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Maros. o ‘D
. jutnya disingkat PPK

L Pejabat Pengelola Keuangan Qaerah L Sell?m;ng)an Daerah yang
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keu PBD dan bertindak
Mmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan A
stbagai Bendahara Umum Daerah. ‘ ang kewenangan

' P"’“ggguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemfﬁzngmﬂ;ksanakan
Pénggunaan anggaran/barang m“ik_d“.emh '
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dn‘plgtg m,l;?\: selanjutnya disingkat

: pabat Penatausahaan Keuangan nbuia{lnkqgnnkan fungsi tata usaha

PK. jabat yang o

F vk K-SKPD adalah peja isingkat SKPD adalah

1 dangan pada SKPD. Dacrah, selanjutnya dising ;\k;t pengguna
' oaty i t Daeran, » aras  selak

_Pfrazrg‘k:terjacllaiiz?gk;ada Kabupaten Maros §

) anggaran/pengguna barang. T

- Ydluan Kerja Pengelola Keuangan b 5id
SKPKD adalah adalah perangkat d“"f':ng yang
Pengguna anggaran/pengguna barang

~ Pemgelolaan keuangan daerah.

utnya disingkat
aCT selanjutnya .
D'lud,h‘]'nbupaten Maros selaku :
- juga melaksanakan ;
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i akuntansi adalah
Eﬂutaaten Maros yang men
. Kabupmenyelcnggarakan ak
ang ran dan laporan
3n€ganggarakannya.

disqlis pelaporan adalah Pem

0 ‘Ent{n. dari satur?ltscti.l lebih entitagq aku
aran  P© ang-undanganp
pef anggung]awaban, berupa |
Pcrtraﬂ keuangan yang bertujug
lapontansi adalah Proses
18 Ak:gklasiﬁkasian, pengikhtigg
gn)'ajian laporan s.erta pengin
andar Alku_ntanlsl Pemerint
i ~dalah prinsip-prinsip akunt rank . .
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah PKan dalam menyusun
gebjakan Acuniansi adalah prinsip-pringip, gaear.q
gonvensi, aturan-aturan daq_ praktik-praktik asar, konvensi-
dalam pgnyusunan dan penyajia

Spesifi s
- yajian laporan keuangefn, ik yang dipili
4, Basis Akrual = adalah basis akuntansi yang mengakuy;
' transaksi dan peristiwa lainnya pada sast gakui

! : transaksi dan peristiwa i

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atay setara kas d?t(::rrlisr::i:ixtl.::
dibayar- d ik 3

5. pjutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepad
pemerlntah Kabupaifer_l MaI'OS dan/atau hak pemerintah y](abutppaa;.ei
Maros yang dapat dinilai dengan uang

i sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya
yang sah.

an
Untansi dggaran, k(:k Padg

Sdya
keuangan atg::nYaJikan

: Ntangg
€rintah Daemb Yang

Ntansj yq a:upaten Maros
wajib o hCRUrUL k

aporan  pelak
an Umum, .
ldcntiﬁkasi,

n kCUangan,

13

6. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pendapatan dan

piutang daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran
[Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis untuk penagihan
sampai dengan penyampaian surat paksa dan/atau lelang. _
Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang pendapatan, utang dan
yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan
dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode
yang berjalan. ‘ _ B '
enyisihan Piutang Pendapatan adalah estimasi yang d‘llakuk;:n Lg::t;;l;
Piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dlbenlun gfonu;;n
Persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggoiong
kualitas piutan :
& : ' 0 sampai
19, Umyr piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh temp P
dengan tan —_—
ggal pelaporan. iran atas ketertagihan
e dalitas Piutang Pendapatan adalah hamplr';{r; yatuhan membayar
Piutang pendapatan yang diukur berdasarkan Kej

ol

/) DW?Jlban oleh debitor. ,
' Jebitor adalah badan atau orang yang "
Petjanjia apun. .o dilakukan Pejaba
2 estnfktﬁr?st.::i Se&llac.laa?a‘al"lp Epayﬂ perbaikan )c’idl:&r: lI{L;mum Daerah
®Ngelola Keuangan Daerah selaku B‘f“l,;n untuk  memenubhi
erhadap Debitor yang mengalami  kesu ;{eringanan Pefset_uluarg‘
Swaii iputi  pemberian avaran - piutan
‘;sai:?; nrlyat yal‘lgpmr::tlﬁﬁ‘t;n ppenundaan pembaya
wlarl, atau g

- Pendapatan,

berutang menurut pe raturan,
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TUJ Al i
UAN Dan RUANG LINGKUP
Pasal 2
Sntitas pelaporan dalamp an Pedoman bagi entitas akuntansi dan

ran
emerintahan yang berbasgis akruflk 4 penerapan  Standar Akuntansi
dalam laporan keuangan gUNa trie. untuk mel

: akukan penyisihan piutang
5 : : me aii gl » : : < -
direalisasikan (net realizable Ualue)ny yikan nilai bersih piutang yang dapat

Pasal 3
lingkup Perat —
Ruang lINgKup aturan Bupati ipj adalah tata cara penyisihan piutang.

BAB 111
TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 4
Tata cara penyisihan piutang dilakukan d
. 6L 5 ; en ¢
penentuan jenis-jenis Piutang; gan tahapan:
penentuan kualitas piutang;
perubahan kualitas piutang;
penentuan besaran penyisihan piutang;

pencatatan dan pelaporan penyisihan piutang; dan
pencatatan perubahan piutang.

~0 a0 op

BAB IV
JENIS-JENIS PIUTANG

Pasal 5

Jenis-jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. piutang dari pungutan pendapatan daerah;

b. piutang dari perikatan; dan

c. piutang dari transfer antar entitas pelaporan.

Paéal 6

(1) Piutang dari pungutan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:
a. piutang pajak daerah;
b. piutang retribusi; dan .
¢. piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Piutang dari Perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
e han Penjualan Angsuran;
a. i car Tagihan Penjuale suran; ‘
b gigigﬁ tzgcar Pingjnman kepada BUMD dan Lcmbagngamn};\\; dan

’ ' srbe ndahar Tuntutan Ganti Rugi.
i ntutan Perbe ndaharaan/Tuntuta :
(3) ;}u?:,%lgand[;?in cﬁ-;:l;rer antar pcmcrinlulum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf ¢, antara lain: )

a. piutang transfer Pemerintah Pn..nsat:l g

b. piutang transfer pemerintah lainny a,l.c.em "
c. piutang transfer pemerintah daerah lainnya.
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(1)

(2

@)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

@)

“a. kondisi piutang pada taamgEl
~ b. umur piutang pada tangg

penentuan Kualitag .
huruf b dilakukap bcpr?;:iz?k seb
keuangan,

SKPD dan SKPKD Wajib
prinsip kehati-hatiap,
Dalam rangka melaig,
dimaksud pada ayat (2),
a. menilai dan Menent

agaimar,

a dim
an kondjg;

. aksug dalam Pasal 4
piutan

8 Pada tanggal laporan

Inelak e
ukan Penyisihan Piutang berdasarkan
hakan ins;
: Prinsip kehati-hati
SKPD dan SKPKD w*t'ib'l R
Ukan ky g

alitas piytan '
8 Yang d .
langkah-1 g dikelolanya:

ngkah :
i Piutan oot yang diperlukan agar
direalisasikan. & Yang telah disisihkan senantiasa danat
Penilaian kualitag '

: Piutang sebaga
a dilakukan dengan me ¥

a. jatuh tempo Piutap
b. upaya penagihan,

SKPD dan SKPKD yang melakukan pelan
scbanglirnana diatur pada ayat (2),

sanksi administratif berupa teguran ¢
Penentuan kualitas piutang tidak dj
di Muka/Uang Muka Beban, piutan
kelebthan pembayaran subsidi
Muka/Uang Muka Beban,

kelebihan pembayaran subs;
anggaran berikutnya.

ebagaimana

ana dimak
mPertimbangk oud pada ayat (3) huruf

an sekurang.k .
g dan/atay g-kurangnya:

ggaran terhadap ketentuan

ayat (3) dan ayat (4) dikenakan
ertulis oleh PPKD.

lakukan terhadap Beban Dibayar
g transfer ke daerah dan Piutang
dalam hal Beban Dibayar di
pembayaran transfer ke daerah dan
di dimaksud dikompensasikan di tahun

Pasal 8

Penentuan kualitas piutang, dilakukan berdasarkan obyek piutang,

yaitu: ‘

a. piutang Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros
(official assessment); N ) |

b. piutang Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self
assessment),

¢. piutang Retribusi. s

. pi elain Pajak dan Retribusi, |

cfi’enlz:ttf::rgl S1¢:ualit.asJ piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diklasifikasikan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a. kualitas lancar;

b. kualitas kurang lancar;

¢.' kualitas diragukan; dan

d. kualitas macet. -

Penentuan kualitas piutan

dilakukan berdasarkan:

g sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

gal laporan keuangan; atau
| laporan keuangan.

| Dipindai dengan CamScanner



S ——

Pasal o
an kualitas piutang P

ong bagai Aak yan, o i
P;tcﬂ Matros ik dimaksug dil'?:fi;lpk"" Oleh Pemey:
AP erikut: _ T Pasal g oo Pemeringap
M;;ggl b_‘[:s jancar, apabila: 8 ayar (1 hueyg a.
¢ ku‘dl;mur piutang pajak kurang da
‘.

v

1 UMh dalam  tengean 1 (satu) tapn.

¥ difcsa:gitkannya Sugrgat t .w“:“:)‘; .latul) tempy, ‘t‘q’:{fﬁfau
chgan tanggal jatuh tep, N Pajak altu m
jum diterbitkan Surgy

i, elah diterbitkan Sy

a8a an
acre . jak
Tagill)‘lez:mmyam" 1”"‘3'ak"ic:lam(/‘S Kt:m rempal
n ¥ a
at Crtama (ST 1. u

: Eputus; ' 4an/atay
penundaan Pembayaran Pajak dan ';)nl Perse{wuan Angsuran
angsuran/penundaan dalam g, iy Melewat; 1,

atag wakty

b Paj if- rat keputy,
5 wajib Pajak kooperatif | san t dan/atay

; dan
6. Wajib fﬁial‘: lti.t;ui{d; dan/ atailmm‘
~ wajib Pajak tidak men aju

;u_ a‘lftajs ku,:ang lanfi"}f'hap%éil:;an kcberatan/ baﬂding,
umur putang telah 1 (saty) gurmee:

1. Jatau ) | ) ampai dcngan 2 (dUa) tahun: dan

7. apabila Wajib Pajak dalg
sejak tanggal Surat
pelunasan; dan/atau

3. telah diterbitkan Syrgt K
Penundaan Pembayaran Paja
angsuran/penundaan dala

4. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemer;

5. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding,

kualitas'diragukan, apabila:

1. umur piutang lebih darj 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

scjak tanggal Surat Tagihan Kedua (ST 1I) belum melakukan
pelunasan; dan/atau

3. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan /atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan liku
proses pailit; dan/atau

- hak penagihannya belum daluwarsa; dan/atau.

. belum diterbitkan Surat Paksa; dan/atau .

- sedang diajukan upaya hukum yang meliputi pembetulan,
keberatan, banding, pengurangan, penghapusan, pembatalan,
gugatan atau sanggahan; dan/atau
8. t'BF%Iaa'«'ifﬂlp Wajib glgajak sedang dilakukan proses lml?f:llidiokl:z

instansi yang berwenang yang meliputi peny .'d:)]f:;n' pel}r akan
alaupun penuntutan terkait tindak pldann.dl II:\\:\&B“‘PE)QF::':JIM_‘“‘
atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur ¢ I
Perundang-undangan.

kualitas macet, apabila: au

* Umur pjutang lebih dari 5 m.hum dunf::ill | (satu) bulan terhitung

apabila Wajib Pajak dalam jangka wa ST 1} belum melakukan

Sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (8
el ‘ tau

?elelllhng?g:x:iti?:gkaan Surat Paksa; d“.n./ nih::l/uum
ak penagihan pajak telah daluwarsa; ¢ l:: iy e R

Wajib Pajak tidak diketahui keberadaan an/atau

Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; &3

- dan/atau
Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure); da

ersebut:

M jangka w

" s aktu 1
lagihan Perty (satu) by|

an terh;
ma (ST 1) be erhitung

lum melakukan
Cputusan
k tetapi telah

ditas atau sedang dalam

~ v n

~N oo A~
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pak penaglhan Pajak belum daluwarsa tetap;

% intuk dihapuskan Sesuai  ketentuan Peraty, CMenyp; Syarat
gndangan dan tellah dibuat laporan hasil penerr:em Perundan,.
atall 1aporar} hasil Penelitian Setempat yang menlt.la“ a ministrag.
piutang pajak tersebyt Memenuhi  syarat g.l lkan bahwsl
dinapuskan. "Usulkap *

Pasal 10

slongan kualitas piutan
Fﬂngass essment) sebagaiman

sebaﬁl alitas lancar, apabila;

| umur piutang kurang darj 1 tahun; dan/atay
masa pajak masih dalam tenggang waktu jatuh
Wajib Pajak menyetujui has;) pemeriksaan; dan
Wajib Pajak kooperatif: dan/atau
Wajib Pajak likuid; dan /atau
_ Wajib Pajak tidak mengajuk
b kualitas kurang lancar, apabjla;
" |, umur piutang 1 sampai den
). apabila Wajib Pajak dalam
sejak tanggal Surat Tagiha
dan/atau

g Pa}jak yang dibayar sendirj oleh Wi
a dimaksud dalam Pasal g avat {l)ajtl]b Pajak

uruf p,

tempo;

an/atay
/atay

o Ut WD

an keberatan/ banding,

gan 2 tahun; dan/atay
Jangka waktu 1 (saty

) bulan terhitun
n Pertama belum mela :

kukan pelunasan;

Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib Pajak mengajukan keberatan /banding,

3.
4.
o.
¢. kualitas diragukan, apabila:
1. umur piutang lebih dari 2 tahun sam
2. apabila Wajib Pajak dalam
sejak tanggal
dan/atau
Wajib Pajak tidak kooperatif; dan /atau
Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
alitas macet, apabila:
umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau .
apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terl;:tt;ng
Sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (ST ll) belum melakukan
Pelunasan; dan/atau '
Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
Wajib Pajak mengalami musibah (force majeire)

pai dengan 5 tahun; dan/atau
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;

=
-l

-~ w

Pasal 11

' | imaksud dalam
| 'P:;lggolongan kualitas piutang Retribusi sebagainana dim
L .. Y8t (1) huruf ¢, sebagai berikut:
telitas lancar, apabila:
* Umur piytang o sampai dengan 1 (Satu)k
- obila Wajib Retribusi belum 'mela o
®Ngan tanggal jatuh tempo yang diteta?

pulan; dan/atau :
ukan pelunasan sampal

Dipindai dengan CamScanner



jtas kurang lancar, apabila,
a

et p piutang 1 (satu) buyla .
't ngllatau " SEMBPAI - WGy,
b

{la Wajib Retribus; (tiga
2 ap ktﬂa ‘;Naﬂéatu? rl;?llllas:mbi;lr?tmelakukan Pelungg, M
" wa ; ; tung  sej alam :
we tama (ST 1) tidak dilakukan pelopacrr 2MB8al Sy ey ™ Jangks
Jitas diragukan, apabila i Tagihan
g . .
A e ur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 17
1. dan atau - . ' (dua belas) 1,
apabila Wajib Retribusi belum me| 5} bulan;
2

akukan pelunyg

\ tu) 1 i :
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Sma?:fjrdai{:m Jangka
ag '

st 1) tidak dilakl-lkan pelunasan. i :
I-:uatlitas macet, apabila: " S
r piutang lebih darj 12 (dua b ,
I umur - L : ua belas) bulan; dq
2 apabila Wajib Retribusi belum melakukan peluHE/a[au
waktu 1 FsatU) .bUIan terhitung sejak t e
(ST 1) tidak dilakukan pelun
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Pasal 12

kualitas piutang selain Pajak d “o
aggolongan & in Pajak dan Retribyg —
gmgaisud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, sebagai berikyt: | sebagaimana
rualitas lancar, apabila:
pelum melakukan_pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan. .
y, kualitas kurang lancar, apabila;

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama (ST I) tidak dilakukan pelunasan,

¢ kualitas diragukan, apabila:
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua (ST II) tidak dilakukan pelunasan.

d. kualitas macet, apabila: c :
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga (ST 11I) tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang
negara.
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BAB VI
PERUBAHAN KUALITAS PIUTANG

Pasal 13

"D selaku BUD dan Pengguna Anggaran/Bartit d??éﬁfﬁ?ﬁ?ﬁifﬁ
Prubahan kualitas piutang dalam hal terdapat persf»‘ﬂg‘;:gn ng-undangan.
Uang Debitor sesuai dengan ketentuan peraturan PSS

Pasal 14

strukturisasi dapat diubah oleh
apy/Barang: ‘

Lo /ulk piutang yang aebclurg
kan atau kualitas. macet |

: pualitas piutang setelah persetujuan re
PPKD selaku BUD dan Pengguna Angea
2 paling tinggi kualitas kurang lancar un
restrukturisasi memiliki kualitas diragy i
. tide ' sebelum I‘t_‘:StI‘UktUI‘lS&Sl
P tidak berubah, apabila piutang yang
- Memiliki kualitas kurang lancar.
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BESARAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 15

¢

sebagai berikut:
lancar, sebesar 0,5%

Jenga kualitas lancar;
aalitas kurang lancar, sebesar 10%

jengad kualitas kurang lancar;

puf @

(nol koma

Kualitas dirggukap, sebesar 50% (lima puluh Perse
dengan kualitas diragukan sctelah dikurangi dengan r:)la
1

ilai barang sitaan (jika ada);

Kkualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang d
ualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau il barang

gtaan (jika ada); dan

4n besaran penyisihan piutang s ebagaim

ana dj
flimaksud dalam Pasal

lima
Persen) dari piutang

(sepulu
puluh Pefsen) dari piutang

dari piutang
agunan atau

gan

(;OﬂtOh daftar peny.lSihan piutang tercantum pada Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. S
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BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 16

Pencatatan penyisihan
huruf e dilakukan pada akhir

piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
periode pelaporan atau tanggal

pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).

Nilai penyisihan piutang dihitung setiap

akhir periode Laporan

Keuangan dan tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap

akhir periode.

Pasal 17

Pelaporan penyisihan piutang scbag
huruf e, meliputi:

2. beban penyisihan piutang; dan.
b. penyisihan piutang tidak tertagih. _
Beban penyisihan piutang Sebﬂgﬂi“}‘"m di
@ disajikan dalam Laporan Operasiond

8kun Beban Penyusutan dan Amortisash
tagih sebagd!
raca kelomp

aimana dimaksud dalam Pasal 4
(4

aksud pada ayat (1) huruf

m €
| (LO) kelompok Beban setelah

and dimaksud pada ayat (1)
Kk Aset Lancar sete

lah akun
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jumlah pj
lﬂl:’aha:emj atau iy dapat teri
(ll enamba Pengurangan - Chjadi arena
P anaan Ketentuan e Jumlay, . Penghapusan
glaks Peraturyy, Piltang  sebaon 4
hal terdapat perub ; pcrundan Y agai  akibat
palam : ahan jumlap .. B Undangan
0 ot da ayat (1), dilakukan pep, Piutap '

atatan Peruban, 8 Sebagaimana dimaksud

an jumlah piutang,
Pasal 19

palam hal terdapat pengha

v Pusg :
jumlah piutang dilakukan de N piutang,

gk : Ngan carg me Pencatatan perubahan
gkun penyisihan piutang tidak tertagih scb;,g Hrangi akun piutang dan
a

dalam surat keputusan Penghapusan, r jumlah yang tercantum
@ pencatatan penghapusan piutang gep,

: urat keputu
9 piutang yang telah dihapuskan Putusan penghapusan.

. Secara  bersyarat dan alasan
Penghapusannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Pasal 20
(1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan

perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara menambah akun
piutang sebesar selisihnya.

(2) Pencatatan penambahan jumlah piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/
persetujuan/keputusan.

Pasal 21

(] Dalam hal terdapat pengurangan jumlah piutang, urp;::?t;\;zr;
perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurang
piutang sebesar selisihnya. |

() Pencatatan pengurangan jumlah Pm.
ayat (1) dilakukan apabila surat tagl
terbit,

tang sebagaimana dimaksud pada
han/ persetujuan / keputusan telah

Pasal 22

n Bupati
. dengan Peratura
Tata cér ihan piutang diatur sesuai deng
, a penagiha

tﬁntang Tata Cara Pengelolaan Piutang.
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